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Pada hari ini, Senin Tanggal $embilan Belas Sulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

befiempat di Kupang, dalam rangka KERJASAIIA PENGAWASAU PARTISIPATIF DATAM RANGKA

PENYELENGGARAAN PEMILIHAH GUTER}IUR SA}I WAKIL GUBERI'IUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI SERTA t4,ALl KOTA DAN WAI{IL $rALl I{OTA TAHUN 2S24 berdasarkan Unoang-Undang

Nomor l Tahun 20'i5 Tentang Penetapan Peratura* Pernerintah P*ngganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernut. Bupati, Dan Walikota Xier:jadi iJ*dang-Undang Sebagaimana

telah diubah beberapa kali, lerakhrr r"neniadi Llndang-U*darrg Norn*r S Tahun 2020 Tentang Penetapan

Peraturan Peme*ntah Pe*gganti U*dang-Ur,dar:g fllcm*r 2 Tahun 2S2* tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Fengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang P*r"*ilihan GUL:emur, Bupati, dan Waiikota Menjadi Undang-Undang

menjadi Undang-Undang, di pravinsi Nusa Tenggara Timur, maka kami yang ber-tanda tangan di bawah ini:

No. Bawaslu Prorr. N*sa Tengg*r* Ti*cr
No. ISKPES0AII{-P},}ff U Previns* HTT

1. NONATO SA PURIFICACAG SARMEHT*, S.Si

2. AKHMAD SYAFRUDDIN.S.IP.,MA

3*JPH,*S.S,!'K. HTJBSIEOz4

Ketua Bada* Pe*gawas Pemitihan Umum Provinsi

Nusa T**ggara Timur. daiam hat ini bertindak untuk

dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum

Prcvinsi Nusa Tenggara Timur iBawaslu Provinsi

NTTi, ber"keduriuka* di Jalan R. Soeprapto No 28 ,

*ebcbc, K*ta Kupang Nusa Tenggara Timur,

selaniut*ya disebut Pii-{AK PERTAMA

Wakil Ketua Bidang Kajian dan Penelitian Lembaga

Kajian dan Pengembangan Sumber Daya lvlanusia

{LAKPESDAM-PWNU} Provinsi Nusa Tenggara

Timur. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Lakpesdam Provinsi Nusa Tenggara Timur,

berkedudukan di Jalan W C.H.Oematan No. 21122

Kepaia Lima Kupangscianjutnya disebut PiHAK
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PAR/, PllA( Seian;uirya

PARA PIHAK tedebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggarc Pemilihan Umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wiiayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

') D^h,r/6 DILJ A L1 l"1trnl lA ^n^lnh I nl,nnnnlam DfA/hll I D"^,,:^^; t\t,,^^ T^^^^^"^ T;,-',. ^ri^l^h ^^h,,^hL. l'JailWO r il r11r\ r\LL,i\Jr1 OUdrd,r LaNy\iD\Jut lt-f ull\\., I luvrilcr l\uDd ttrltuvdtd illilut dudtdlt DUUudil

organisasi dibawah Crganisasi lnduk Nahdtatui Ulama indonesia.

3, Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali

Kota, wajib diawasi oleh Bawaslu Prcvinsi, Bawaslu Kabupaten/Kcta serta ja.larannya ditingkat

bawah;

4. Bahwa untuk mewadahi dar"r pendidikan kader Lakpesdam PIYNU Provinsi Nusa Tenggara Timur

adalah tugas yang diemban oleh Lakpesdam PWNU Provinsi Nusa Tenggara Timur,

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dipandang

perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Timur {Bawaslu Pr*vinsi NTT} Lakpesdam PVYNIJ Provinsi Nusa Tenggara Timur

dalam Kerjasama Pengawasa* Partisipatif Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan WakilWaii Kot* Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

Undang-Uttdang Namor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapari Peiaturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2*14 Tentang Pemiiiha* Gubernur, Bupati, Dan Walikota lVenjadi

Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2020 Tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-LJndang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Llndang-i_indang Nomor l Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-Undang Nomor i Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikata Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemililan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

P*ratutan Sada* Fe*gawa* Fq*iiii-":*i: ,Jmu'i.n l.i+m*l I Tanr;:': 7a.;2i: Teniang Fen*i:ganai:

F+iangqaraii P*rcii;han Gr;b**:ur d=r: 'viJa:,.il Gi:h*ryru;-, *u*=ti dari ,ft'akii *r:pati s*f* vlaiii.ota dan

W*kii W*lik*ta;

Ferati;re* Bacia* Pc*gawas F=miiiha* Umum N*rr:cir' $ Tahun ZtjZC Ter:r**g Taia Cara

Pe:":ai:gai:an Pela*ggaran adr::ini=ltaei Pemiiihan Gub*ru-:*i ci*i; t?ai.,il Gubcrnur, *upari dan Wakrl

Bupati, serta W*lik*ie darr Wakri 'sY*lik*t= y*i:g terjadi s***rc T*lg!

Peraturar: KPU Nomar 2 Tahun ?*?4 tsnta*g T*hapan ijan Jadlvai P*iiiiiihar: Gubernur dan Wakii

Gubemur, Bupati dan Waki! 3up*ti, sert* fJ*li K*i* dan Y,Jakif Waii Kota Tahu* 2024

BAB I

$l{Ai{SU D DAl,l TUJUAI'I

Pasal 1

1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan Kerjasama Pengawasan

Partisipatii Daiam Rangka P*miiiha* Gub*mur Dan Yt'akii Gubernur, Bupati Dan \iv'akii Bupati Serta

Wali Kota Dan Wakil Wali Kata Tahun 2024;

2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptirr':alkan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam

Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta
Itl-Icli !1ntr l']rn tAlalr!! \A1ali L(ntr Trh,,n ?n']I /i; Dr*r,inci i\1,'aa T^-,--^r4 Tift,,.vlrclll r\ut.l Lrclll Yvclnli strsl! i\Uid I cii iuit .-Ud-'i Ui -ii,jviti>i i\U>ri i UiigualiCi iiiiiui ,

2

a
r)

4

E

2



t

BAB II

OBJEK DAtl RUAltlG LINGKUP

Pasal ?

Objek Kesepahaman Bersama ini adalah pelibatan bersama PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan

secara oartisipatii riaiam penyeienggaraan Pemiirhan Gubern*r Dan Wakii Gubernur, Bupati Dan 'f{akii

Bupati Serta Wati Kota Dan WakilWali Kota Tahun 2024.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Kerjasama

Pengawasan Partisipatif Daiam Rangka Pe*y*ie*ggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakii Gubernur,

Bupati Dan Wakii Bupati Serta Wati Kota Dan WakiiWali Kota Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Waii Kaia Dan Wakil Wali Kcta Tahun 2C24.

Pasal 5

Dalam rangka Peiaksanaan Nota Kesepahaman inidibentuk Fcrum Koardinasi dan Komunikasi Kerjasama

Pengawasan Parlisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakii Bupati Serta Wali Kcla Darr WakilWali Kala Tahun ?S24.

BAB III
EENTUK KESEPAHAMAI{

Pasal S

PARA PIHAK melakukan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalar* Rangka Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati ilan Wakil Bupati Sena Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan kamunikasi dalam rangka Kerjasama Pengawasan Partisipatif

Dalam Penyelenggaraan Pemllihan Gubemur *an Wakii Gubernur. Bupati Dan Wakil Bupati Serta Waii

Kota Dan WakilWali Kota Tahun 2*24.

Pasal I
1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Kerjasama

Pengawasan Partisipatif Dalam Ra*gka Penvelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernui',

Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Da* Wakil Wali Kota Tahun 2024;

2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelcrnpak diskusi terarah, seminar, workshop,

serta kegiatan lainnya ter"kait Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur Dan Wakii Gubemur. Supati Dan Waki! BupatiSerta ft'aii Kota Dan Wakii Waii Kota Tahun
an 4,tutc.

Pasal 3

PARA PIHAK menyampaikan inlormasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan

adanya dugaan pelanggaran terhadap penyeienggaraan pemilrhan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali (ata tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Prcv!*si NTTIdan inlomasitersebut merupakan informasi

awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Feraluran Perundang-Undangan yang berlaku.
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BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAI&IAE

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PIRTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab

untuk:

a. Menyiapkan psskCI, pusat infcrmasida* kcmunikasi;

b. h{emantau isu-isu yang berkembang terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kata Dan Wakil Wali Kcia Tahun 2024;

c. Menindaklanjuti informasi dalam rangka pecegahanlmitigasi potensi kerawanan terhadap

penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur. *upati dan Wakil Bupati serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kcta tahun 2024

d, Melaksanakan monitoring dan evaluasiterhadap pelaksanaan ntta kesepahaman ini; dan

e, Member! masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota

r ----_L^--.-:-:Kesepallalllall llll.

Pasal 11

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK KEDUA memilikitugas dan tanggung jawab untuk:

a, Turut serta dalam melaksanakan pemantauan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan

pemilihan Gu'oernur dan Wakii Gubernur, Bupati dan Wakii Bupaii serta Wali Kota cian Wakii Waii

Kota tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. Mengumpulkan dan berbagi informasi terkait isu-isu yang berkembang di rnasyarakat khususnya

terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024: dan

c, Memberi masukan dan araha* dal*m rangka mlnitonng dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota

kesepahaman ini.

3AB V
PEMEHAAAN

r suur aL

Segala biaya yang timbui sebagai akibat *a* pelaksa*aan Nota Kesepahaman i*i dibebankan kepada

anggaran masing-masing PIHAK sesuaidengan ketenti.ran peraturan perundang-undangan.

BAB V
KORESPOT.IDEHSI D*H KOFJII.II{IITASI

Pas*l 13

1) Semua surat menyurat danlatau per*beritahuan oleh saiah satu pihak kepada pihak lain

disampaikan ke alamat yang tersebul di baivah ini :

a. Badan Pengawas Pemititrarr tJmum Provinsi Nusa Tenggara Timur iBawaslu Provinsi NTT)

yang bertempat di Jaian R. Soeprapto, No 28, Kecamatan Oebobo, Kcta Kupang Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

b. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ilakpesdam) Provinsi Nusa

Tenggara Timur, yang berternpat di Jalan W,C.H.Oematan No. 21l22Kepala Lima Kupang

c. Dalam hat terladi perubahan al*mat sebagaim**a dimaksud pada ayat 1), maka perubahan

tersebut diberitahukan secara tertuiis kepada pihak lain dalarn Nota Kesepahaman ini paling

lambat 5 {lima) hari kerja sebelurn p*rubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c tidak diberitahukan, maka

surat rnenyurat danlatau pemberiiah*a* beriasarkan i'ioia Kesepahaman ini ciianggap teiah

disampaikan semestinya jika dikinmkan ke aiamat sebagaimana dinraksr.:d pada ayat 1).



BAB VI

PEHYELESAIAN PERSELISI HAN

Pasal 14

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan
li^^l^^^;1,^^n^^^^^^^h^;l,h^il,^',^ m,,^,.4.^,.r^h,,nr,,lu m,,{n!,n*uiScrl\rbdlr\dlluuiigdiiDtrudin-uorNllyd Dli\,old llluJyalawall ulitLrn lllulclr\clt.

BABVII
KETENTUAil LAIH.LAIN

Pasal 15

Hal-hal lain yang b*lum diatur dalam N*ta Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut

berdasarkan kesepakalan PARA PIHAK.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 1S

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan

Kerjasama Pengawasan Partisipatil Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kcta Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal'!7

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana

disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 {duai asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai

kekuatan hukum yanE sama.

PARA PI}IAK

PIHAK I

BADAN PENGAWAS PEhTILIHAN UfulUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TiMUR
t/r?l t 1hr I uA.

PIHAK Ii

LAKPESDAfu{-PWNU

PROVINSI NUSA IENGGARA TIIV1UR
tl,i i/tI l/rTl I A
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